BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR: 33 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03.A TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAYANAN KESEHATAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

. a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab V Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional, Peraturan Bupati Nomor 03.A Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah perlu disesuaikan
terkait pengaturan mengenai pengelolaan dana Non kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan
dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor.03.A Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kabupaten
Lampung Tengah.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara



10.

L

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomior 255);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional



16.

17.

18.

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2018 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 03.A Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 03.A) diubah

sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI NOMOR 03.A TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAYANAN KESEHATAN, PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN) DI PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Pasal [

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara
Dana Kapitasi JKN Puskesmas dan Dana Non Kapitasi dibayarkan langsung

Pasal 14

ke kas daerah.

(2) Dana Non Kapitasi pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terakomodir pada DPA masing-masing Puskesmas dalam Lingkup Dinas

Kesehatan.

(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi selambat-lambatnya

tanggal 15 pada setiap bulannya.

(4) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi melalui Rekening
JKN Puskesmas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas

diterima lengkap BPJS Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana
kapitasi dan Non Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas

Kesehatan.

(2) Rencana pendapatan dan belania da

Pasal 15




(3) Rencana pendapatan dan belanja dana Non kapitasi Puskesmas sebagaimana
yang di maksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah pembayaran klaim yang
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan atas pelayanan Puskesmas.

(4) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan Non kapitasi
sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan pada RKA-Dinas
Kesehatan.

(5) Tata cara dan format penyusunan RKA-Dinas disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18

(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening
Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas. |

(2) Dana kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN di
Puskesmas dan jaringannya.

(3) Dana Non kapitasi yang diterima oleh Daerah dari BPJS Kesehatan
dimanfaatkan seluruhnya oieh puskesmas untuk :
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan
b. Jasa sarana

(4) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan untuk
tahun anggaran berikumya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

padza tanggal 02 Oktober 2018
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Lottt ecarc

LCEKMAN DJOYOSOEMARTO

Ditetapkan di Gunung Sugih

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 Oltober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN2ZAMPUNG TENGAH,

ADI ERLANSYAH

RITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR .22.
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